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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor
3/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), Pasal 48 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Hal ini dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh
perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.”

Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :
“Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretariat Desa;
b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis.”

Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan”

Dimohonkan oleh para pemohon untuk dilakukan judicial review
karena dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
seperti yang telah diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Telah memberikan gambaran

jelas bahwa permasalahan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut bukan
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merupakan permasalahan konstitusional melainkan permasalahan
implementasi di dalam pemerintahan itu sendiri. Bagian yang
dipermasalahkan oleh para pemohon merupakan Penyebutan nama lain dari
Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang tidak diketahui oleh instansi
Pemerintah Daerah lainnya serta masa jabatan yang dinilai tidak
konstitusional karena membatasi masa jabatan membuat Kinerja dari
Perangkat Desa tidak maksimal, sehingga menimbulkan perlakuan
diskriminatif karena dianggap bukan merupakan salah satu bagian dalam
struktur pemerintahan resmi. Tetapi, oleh majelis hakim berpendapat bahwa
terhadap Pasal 25 dan 48, penyebutan nama lain dari Kepala Desa dan
Perangkat Desa merupakan wujud dari asas rekognisi terhadap hak asal usul
Desa sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dan juga, terhadap
Pasal 39 ayat (1) hanya merupakan kekhawatiran dari para pemohon yang
tidak mendasar karena masa jabatan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1)
merupakan masa jabatan Kepala Desa yang dilantik oleh Pemerintah Daerah
dan bukan masa jabatan Kepala Desa Adat yang diatur sesuai ketentuan
daerah Adat itu sendiri. Sehingga, permasalahan ketiga pasal tersebut

bukanlah permasalahan konstitusional.
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B. Saran

Saran dari Penulis karena dengan adanya kesimpulan dari tinjauan
yuridis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 3/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka sudah sepatutnya Kepala
Desa maupun Perangkat Desa bekerja sama dengan Instansi Pemerintah
Daerah yang lain dalam mensosialisasikan dan mengedukasi penyebutan
nama lain nama lain dari Kepala Desa maupun Perangkat Desa sesuai
dengan hak asal usul Desa tersebut sehingga tidak lagi menimbulkan
diskriminasi karena ketidaktahuan akan adanya penyebutan nama lain untuk

Kepala Desa Maupun Perangkat Desa.
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